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Pendahuluan 
Pustakawan diakui sebagai suatu jabatan profesi dan sejajar dengan profesi-profesi lain 
seperti profesi peneliti, guru, dosen, dokter dan lain-lain. Profesi secara umum diartikan 
sebagai pekerjaan. Menurut Sulistyo-Basuki (1991) ada beberapa ciri dari suatu profesi 
seperti (1) adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian, (2) terdapat pola pendidikan 
yang jelas, (3) adanya kode etik profesi, (4) berorientasi pada jasa, (5) adanya tingkat 
kemandirian. Karena pustakawan merupakan suatu profesi, maka untuk menjadi 
pustakawan seseorang harus tunduk kepada ciri-ciri profesi tersebut.  

Kompetensi bagi beberapa profesi menjadi persyaratan penting terutama jika profesi ini 
menentukan nasib atau hidup orang lain yang menjadi objek atau klien dari profesi itu. 
Misalnya profesi dokter akan menentukan nasib pasien. Jika dokter salah dalam 
mendiagnosa penyakit seseorang, maka terapi dia akan berakibat fatal terhadap orang 
yang menjadi pasiennya tersebut. Profesi pilot juga mempunyai resiko tinggi karena 
kemahiran seorang pilot dalam menerbangkan pesawat dapat menentukan nasib 
penumpang pesawat tersebut. Untuk profesi-profesi yang mempunyai resiko tinggi 
tersebut maka standar kompetensi menjadi sangat penting. Namun demikian, sekarang ini 
banyak organisasi, karena tuntutan mutu, juga mulai menerapkan standar kompetensi 
dalam menerima pegawai baru. Seperti pernyataan LGI (2002) ”More and more 
organizations are incorporating individual competencies into their hiring and 
performance management systems…. Competencies offer a framework for organizations 
to use to focus their limited resources”. Masalah kompetensi itu menjadi penting, karena 
kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien dalam 
mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Seseorang yang memiliki 
kompetensi dalam profesinya akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta 
efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran. 

Salah satu tujuan diberlakukannya standar kompetensi di Indonesia adalah untuk 
mengantisipasi persaingan bebas (AFTA, APEC dan sebagainya), khususnya bagi pasar 
tenaga kerja antar negera. Seperti kita ketahui pada era global setiap negara harus 
membuka kesempatan dan kerjasama seluas-luasnya antar negara. Hal ini membawa 
konsekuensi bahwa tenaga kerja Indonesia harus mempunyai daya saing tinggi untuk 
memenangkan persaingan pasar tenaga kerja. Standar kompetensi ini akan meningkatkan 
daya saing SDM Indonesia di pasar bebas. 

 

                                                 
1 Disampaikan pada Rapat Koordinasi Tim Penilai Pustakawan di Jakarta, tanggal 5 Oktober 2004 
2 Ketua Bidang IV Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, membidangi Perpustakaan Perguruan Tinggi 
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Kompetensi dan Profesionalisme 
Kompetensi atau competency adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas/ 
pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk 
kerja yang dipersyaratkan (Masyarakat Kelistrikan Indonesia, 2004). Sedangkan Mirabile 
(1997) dalam Kismiyati (2004) mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan dan 
keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan dan/atau untuk menunjang pelaksanaan 
pekerjaan, yang merupakan dasar bagi penciptaan nilai dalam suatu organisasi Menurut 
definisi ini, faktor-faktor kompetensi yang sangat penting bagi perseorangan maupun 
organisasi untuk mencapai keberhasilan, meliputi: pengetahuan teknis, pengkoordinasian 
pekerjaan, penyelesaian dan pemecahan masalah, komunikasi dan layanan, dan 
akuntabilitas. Beberapa definisi tentang kompetensi yang dirumuskan sejumlah ahli 
menambahkan unsur motivasi, sikap dan nilai kepribadian, serta kepercayaan diri. 
Kompetensi itu bisa diukur, dan dapat dikembangkan, misalnya melalui pendidikan dan 
pelatihan (Mirabile, 1997; Boyatzis, 1982; Parry, 1998 dan Spencer and Spencer, 1993). 
Dari beberapa definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa seseorang yang berkompeten 
adalah seseorang yang penuh percaya diri karena menguasai pengetahuan dalam 
bidangnya, memiliki kemampuan dan keterampilan serta motivasi tinggi dalam 
mengerjakan hal-hal yang terkait dengan bidang itu sesuai dengan tata nilai atau 
ketentuan yang dipersyaratkan.  

Suatu jabatan umumnya sangat terkait dengan masalah profesionalisme. Istilah 
profesionalisme biasanya dikaitkan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan 
perilaku dalam mengelola dan melaksanakan pekerjaan/tugas dalam bidang tertentu. 
Profesionalisme pustakawan tercermin pada kemampuan (pengetahuan, pengalaman, 
keterampilan) dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan pekerjaan di bidang 
kepustakawanan serta kegiatan terkait lainnya secara mandiri. Kualitas hasil pekerjaan 
inilah yang akan menentukan profesionalisme mereka. Pustakawan profesional dituntut 
menguasai bidang ilmu kepustakawanan, memiliki keterampilan dalam melaksanakan 
tugas/pekerjaan kepustakawanan, melaksanakan tugas/pekerjaannya dengan motivasi 
yang tinggi yang dilandasi oleh sikap dan kepribadian yang menarik, demi mencapai 
kepuasan pengguna. Dengan demikian, kompetensi dan profesionalisme kepustakawanan 
itu bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama.  

Etika Profesi 
Salah satu ciri profesi adalah adanya kode etik. Kode etik ini mengatur hubungan antar 
tenaga profesional dengan klien atau rekanan. Pustakawan sudah memiliki kode etik yang 
memberikan rambu-rambu etika ketika pustakawan melayani penggunanya.  Dalam kode 
etik pustakawan dicantumkan kewajiban-kewajiban pustakawan didalam menjalankan 
tugas profesinya sebagai pustakawan. Kewajiban-kewajiban tersebut dibagi menjadi (1) 
kewajiban umum; (2) kewajiban kepada organisasi dan profesi; (3) kewajiban antar 
sesama pustakawan dan (4) kewajiban terhadap diri sendiri.  

Etika profesi ini sifatnya mengikat bagi profesi pustakawan. Namun sayangnya belum 
pernah ada kasus pustakawan yang diberi sanksi jika yang bersangkutan melanggar etika 
profesi. Hal ini karena kode etik ini memang belum disertai dengan sanksi. Pada profesi 
lain, seperti dokter misalnya, jika ada anggota yang melanggar etika profesi akan 
mendapatkan sanksi seperti pencabutan ijin praktek dan sebagainya. 
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Jabatan Fungsional Pustakawan 
Jabatan fungsional Pustakawan di Indonesia mulai diterapkan sejak tahun 1988 yaitu 
dengan terbitnya SK Menpan nomor 18/1988. Penerapan jabatan fungsional ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 
sekaligus untuk menetapkan dan mengukur kompetensi pegawai perpustakaan melalui 
sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan. Jenjang jabatan diukur berdasarkan kompetensi 
yang dimilikinya yang dicerminkan dengan nilai kredit kumulatif yang dicapai oleh 
pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian maka seseorang yang menduduki jabatan 
tertentu ia telah memiliki kompetensi untuk jabatan tersebut. Untuk mengukur apakah 
seseorang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan memerlukan suatu 
alat ukur yang disebut dengan standar kompetensi. Sayangnya alat ukur yang bernama 
standar kompetensi ini belum tersedia di Indonesia. 

Pada dasarnya Standar Kompetensi suatu bidang keahlian, merupakan salah satu sub 
sistem dari Sistem Pengembangan Sumber daya Manusia yang memberikan informasi 
tentang standar minimal kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau profesi. 
Skematik kedudukan standar kompetensi tersebut diillustrasikan dengan bagan sebagai 
berikut: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu diingat disini bahwa pengembangan standar kompetensi seharusnya merujuk 
kepada sistem nasional mengenai ketenaga-kerjaan yaitu UU no. 13 Tahun 2003 
mengenai ketenaga kerjaan3. 

                                                 
3 Utomo, B.S. (2004). Pokok-pokok pikiran pengembangan standar kompetensi kepustakawanan. Bahan 
diskusi di Perpustakaan Nasional RI (tidak dipublikasi). 

BADAN OTORITAS NASIONAL DALAM 
BIDANG DIKLAT SEBAGAI PENGARAH 
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PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI 
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PERPUSTAKAAN  OLEH KELOMPOK 
PROFESI (Ikatan Pustakawan Indonesia) 

PENGEMBANGAN KURIKULUM  BERDASAR 
STANDAR KOMPETENSI  

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN 
MODUL 

PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN DAN 
SERTIFIKASI  
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Pemberlakuan standar wajib ditetapkan oleh regulator terkait sepanjang tidak menim-
bulkan perlakuan diskriminatif dan hambatan teknis dalam penerapannya. Sedangkan 
pelaksanaan sistem penilaian dilakukan oleh pihak ketiga seperti lembaga/organisasi 
sertifikasi yang terakreditasi. 

Standard Kompetensi Pustakawan 
Pustakawan merupakan suatu profesi, oleh karena itu seorang pustakawan seharusnya 
profesional dalam bidangnya. Untuk mendapatkan predikat profesional tersebut 
seharusnya seorang pustakawan harus memiliki sertifikat keahlian. Dan untuk 
mendapatkan sertifikat keahlian tersebut ia harus lulus dalam ujian sertifikasi. Jadi 
profesional tersebut tidak cukup hanya dengan memiliki ijazah akademik (kompetensi 
akademik) saja.  

Untuk menyusun standar kompetensi ini organisasi profesi dapat bekerjasama dengan 
Perpustakaan Nasional RI sebagai regulator dan perguruan tinggi sebagai pakar 
kepustakawanan. Pada saat yang sama, beberapa lembaga yang mampu dapat ditunjuk 
untuk menerbitkan sertifikasi. Untuk setiap jabatan/pekerjaan/job tersebut, perlu 
didefinisikan kompetensi ataupun kemampuannya (knowledge, skill, attitude). Dari 
kerjasama antara organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia, 
Perpustakaan Nasional RI dan perguruan tinggi dapat dibuat standar kompetensi 
pustakawan di Indonesia.  

Kompetensi didefinisikan berdasarkan kebutuhan menjalankan suatu pekerjaan (job). 
Sebagaimana pada pekerjaan terdapat penjenjangan, demikian juga kompetensi memiliki 
penjenjangan menurut tingkat kesukaran. Sebagai contoh, pekerjaan otomasi 
perpustakaan membutuhkan kompetensi menggunakan perangkat lunak perpustakaan. 
Dari kompetensi ini dapat diturunkan pelatihan apa yang diharapkan membekali 
pustakawan tersebut untuk memiliki kompetensi ini. Kompetensi ini juga dipakai untuk 
menguji (meng”assess”) keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan ini. Kemudian pelatihan 
ini dipaketkan dalam program studi yang diselenggarakan bagi pustakawan. 

 
Job: Otomasi Perpustakaan 
 
Kompetensi, al: 

Dapat mengerti otomasi  
Dapat menguasai komponen-komponen dalam otomasi 
Dapat mengerti dan menguasai pertimbangan dalam penerapan otomasi perpustakaan 
Dapat mengenal sistem informasi manajemen perpustakaan 
Dapat menggunakan aplikasi database 
Dapat menggunakan perangkat aplikasi perpustakaan 
Dapat menggunakan fitur-fitur advance dari sebuah aplikasi 
Dapat mengirim dan mengambil informasi dari internet menggunakan browser dan email 
 

 
Contoh Kompetensi Pustakawan dalam bidang Otomasi Perpustakaan 
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Proses “assessment” dilakukan dengan mengukur apakah pustakawan tersebut dapat 
melakukan tugas yang mencerminkan kompetensi itu. Assessment dilakukan per 
kompetensi. Sebagai contoh untuk mencek kemampuan pustakawan menggunakan 
perangkat aplikasi perpustakaan CDS/ISIS, pustakawan diminta untuk melakukan 
beberapa tugas pokok yang menjadi inti dari pekerjaan menggunakan CDS/ISIS, misalnya 
bagaimana instalasi CDS/ISIS, pembuatan struktur basisdata buku, pengisian (inputting) 
data buku, penelusuran data dengan CDS/ISIS, pencetakan data buku, pertukaran data 
dengan basisdata lain sejenis dan sebagainya. 

Dalam prakteknya sebaiknya lembaga yang melakukan assessment berbeda dari lembaga 
yang melakukan pelatihan. Assessment dilakukan oleh lembaga (sebaiknya indipenden) 
yang memiliki sertifikat untuk melakukannya, dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia 
dapat membentuk divisi untuk keperluan sertifikasi kompetensi pustakawan atau 
menunjuk lembaga lain (misalnya perguruan tinggi tertentu) jika IPI belum siap untuk 
melakukannya sendiri. Lembaga ini (Ikatan Pustakawan Indonesia) mengeluarkan 
sertifikasi kompetensi bagi peserta yang lulus. Hal ini diperlukan untuk menjamin standar 
kualitas dari pustakawan yang dihasilkan. Terlebih apabila jumlah lembaga pendidikan 
yang diselenggarakan cukup banyak, maka keberadaan lembaga assessment dapat 
menolong proses yang ketat namun tetap terkontrol. Assessment diselenggarakan berkala 
menurut sebuah jadwal. 

Standar Pengujian dan Sertifikasi 
Pengujian dan sertifikasi adalah dua hal berhubungan sebab akibat. Seperti halnya kalau 
kita dibangku kuliah. Setelah melakukan kuliah selama satu semester, maka di akhir 
semester dosen akan memberikan ujian untuk mengetahui seberapa jauh seorang 
mahasiswa menguasai ilmu yang diajarkan oleh sang dosen. Dan hasilnya adalah berupa 
transkrip nilai. Jika ujian kita baik, maka kita akan lulus dan memperoleh transkrip 
dengan nilai yang bagus pula. Namun sebaliknya, apabila ujian kita jelek, maka dosen 
dapat menyatakan mahasiswa yang bersangkutan tidak lulus. 

Pengujian (Assessment) 

Setelah mengetahui kompetensi-kompetensi pustakawan, maka harus dibuat mekanisme 
pengujian (assesment) untuk menilai apakah seseorang sudah memiliki kompetensi yang 
disyaratkan. Cara yang paling gampang yaitu dengan merujuk kepada standar-standar 
kompetensi yang telah didefinisikan.  

Sertifikasi 

Sertifikat diberikan kepada seseorang yang memenuhi standar-standar yang telah 
ditentukan sesuai dengan bidang keahlian atau pekerjaannya. Sertifikat ini identik dengan 
ijazah pada pendidikan formal. Bedanya adalah sertifikat ini lebih mengacu kepada 
keahlian. 

Dengan menggunakan standar-standar kompetensi, pustakawan dapat juga dibuatkan 
sertifikat untuk masing-masing keahlian. Dan untuk memperoleh sertifikat pada bidang 
keahlian atau profesi tertentu, maka seseorang biasanya harus menguasai kompetensi inti 
dan kompetensi pilihan yang telah disyaratkan. 
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Kompetensi inti (core competency) adalah kumpulan unit-unit kompetensi yang harus 
dikuasi semua oleh seseorang yang ingin memperoleh sertifikat pada bidang tertentu. 
Sedangkan kompetensi pilihan (elective competency) adalah kumpulan unit-unit 
kompetensi dimana apabila seseorang ingin mendapatkan suatu sertifikat, maka harus 
menguasai beberapa kompetensi yang ada pada kompetensi pilihan ini. Kompetensi inti 
dan pilihan ini identik dengan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan di pendidikan 
tinggi. 

Manfaat Kompetensi bagi Pustakawan Indonesia 
Apabila pustakawan Indonesia ingin bersaing di dalam memperebutkan pasar kerja baik 
di ASEAN maupun di dunia, mau tidak mau Indonesia harus membuat standar 
kompetensi bagi pustakawan. Standar kompetensi ini sebaiknya mengacu kepada standar 
kompetensi pustakawan yang berlaku di negara maju seperti Inggris dan Amerika. 
Standar tersebut kemudian dijadikan acuan dalam melakukan sertifikasi profesi. Jadi 
seorang pustakawaan yang memiliki sertifikat profesi sebagai pustakawan pelayanan 
web/web librarian, dia akan diakui oleh sebagai web librarian dimanapun ia bekerja. 
Dengan demikian maka pasar kerja pustakawan Indonesia akan menjadi lebih luas. 
Sebaliknya, standar kompetensi pustakawan ini akan menjadi filter untuk tenaga kerja 
yang akan masuk ke Indonesia. Pustakawan dari negara lain tidak bisa sembarangan 
masuk dan bekerja di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. 

Konsekuensinya adalah pustakawan di Indonesia harus meningkatkan kualitasnya 
sehingga standar kompetensi yang akan dibuat dapat mendekati standar kompetensi yang 
berlaku di negara maju. Jika tidak, ada dua hal yang akan terjadi sebagai akibat dari 
diberlakukannya standar kompetensi ini. Pertama, jika nilai-nilai pada standar 
kompetensi dibuat dengan standar rendah karena ingin Hal ini untuk menampung agar 
cukup banyak pustakawan yang bisa lolos dalam uji sertifikasi kompetensi. Namun 
karena standarnya rendah, maka sertifikat kita mungkin tidak diakui di tingkat 
internasional. Jika ini terjadi maka pustakawan Indonesia sulit masuk ke negara lain, dan 
sebaliknya pustakawan dari negara lain dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Kedua, 
nilai-nilai pada standar kompetensi dibuat tinggi. Namun resikonya mungkin banyak 
pustakawan kita yang tidak bisa lolos dalam uji sertifikasi. Keuntungannya, pustakawan 
kita bisa “laku” di negara lain, dan pustakawan dari negara lain dapat difilter untuk 
masuk ke Indonesia. 
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